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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berangkat dari fenomena pernikahan dini yang masih terus 

terjadi. Dimana Kabupaten Indramayu sempat menjadi salah satu Kabupaten 

dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dalam data di 

PTA Jawa Barat tercatat tahun 2015 di Kabupaten Indramayu mencapai angka 

450, di tahun 2016 sebanyak 347, jauh bila dibandingan dengan Kabupaten/kota 

yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu besarnya kasus 

perceraian di Indramayu menjadi pendorong untuk melakukan penelitian di 

Kabupaten Indramayu khususnya di Kecamatan Juntinyuat. Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang aturan perkawinan di Indonesia. Di 

dalamnya tertuang tentang batasan umur menikah bagi laki-laki 19 (sembilan 

belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Namun faktanya bahwa masih 

ada masyarakat yang menikah di bawah umur. Dari problematika tersebut, yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang, apa saja faktor 

penyebab terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat, apa upaya dari KUA 

dan pihak Instantsi terkait di untuk meminimalisir bahkan mencegah Pernikahan 

Dini di Kecamatan Juntinyuat, serta bagaimana sosiologi hukum Islam terhadap 

faktor dan upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu.  
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan 

menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para 

informan dan observasi.  
 

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan ini menyimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang menjadikan sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indramayu, faktor tersebut adalah: Pertama bahwa dalam 

terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu 

dipengaruhi oleh faktor kultur budaya, yang sangat berpengaruh adalah perubahan 

iklim pergaulan pada remaja yang cenderung bebas dalam berprilaku untuk bebas 

bercinta free love, yang kerap sekali menimbulkan efek pada pergaulan bebas free 

sex. Faktor yang kedua adalah pendidikan, tingkat pendidikan yang masih rendah 

berpengaruh pada pengetahuan masyarakat akan ketentuan hukum serta dampak 

dari pernikahan yang masih kurang, hal tersebut menyebabkan praktik nikah dini 

masih terjadi. Faktor ketiga adalah ekonomi rendah dan ketersediaan lahan untuk 

bekerja yang terbatas menyebabkan masyarakat harus mencari pekerjaan sampai 

jauh ke negeri orang (TKI) yang berefek pada keutuhan rumah tangga dan 

pengawasan pada anak jadi berkurang. Peran pihak orangtua dan lingkungan 

sangat berpengaruh dalam permasalahan pernikahan dini, serta peran seluruh 

lapisan masyarakat dalam upaya untuk menangani problematika nikah dini di 

Kecamatan Juntinyuat sangat diperlukan dengan menggunakan pendekatan 

presuasif sehingga permasalahan seputar nikah dini bisa dicegah secara efektif.   
 

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Juntinyuat, Tahun 2015 - 2016   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

september 1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 baʹ b be ب

 taʹ t te ت

 ṡaʹ ṡ es(dengan titik diatas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik diatas) ذ

 raʹ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭaʹ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓaʹ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ʹ koma terbalik diatasʹ ع

 gain g ge غ

 faʹ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 haʹ h ha ه

 hamzah ʹ apostrof ء

 yaʹ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 ditulis mutaʹaqqidin متعقدين

 ditulis ʹiddah عدة



 
ix 

 

C. TaʹMarbutah 

 

1. biladimaatikan ditulis h 

هبة       ditulis hibah 

 ditulis jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

2. bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

ولياء كرامة الا      ditulis karāmah al-auliyāʹ 

 

3. bila taʹmarbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

رزكاة الفط  ditulis zakātul fiṭri 

 

D. Vokal Pendek 

 

 kasrah ditulis i ؍     

          ʹ fathah ditulis a 

 ۥ        dammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

 

fathah + alif ditulis ā 

 ditulis jāhiliyyah جا هلية

fathah + yaʹmati ditulis ā 

 ditulis yasʹ ā يسعى

kasrah + yaʹmati ditulis i 

 ditulis karim كر يم

dammah + yaʹmati ditulis ū 

 ditulis furūd فروض

 

F. Vokal Rangkap 

 

fathah + yaʹmati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم

fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaulun قول



 
x 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 ditulis aʹantum أأنثم

 ditulis uʹiddat عدتأ

 ditulis laʹin syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

نأالقر         ditulis al-Qurʹān 

 ditulis al-Qiyās القياس         

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ʹditulis as-Samā السماء         

 ditulis asy-Syam ملشمس       

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

 ditulis zawi al-furūd ذوي الفروض

 ditulis ahl as-sunnah  هل السنة  أ
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“Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu, 

Baik keduniaan maupun keakhiratan. 

Janganlah kamu mencari nikmat, Carilah zat yang memberimu nikmat, 

Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. 

Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, 

Zat yang mengaturkannya dan yang mewujudkan sesudah segala sesuatu.” 

 

(Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani) 
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BAB I 

PENDAHULAN 

   

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk manusia. 

Serta ayat-ayat Al-Qur’an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul melalui 

wahyu Allah SWT, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju 

surga-Nya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan 

akhirat. 

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya 

(laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik 

antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis 

dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan 

menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan 

abadi.1 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang 

karena ia akan menginjak dunia baru membentuk keluarga sebagai unit 

terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat kepribadian

                                                           

1 Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : 

Bina Aksara, 1987), hlm.1. 
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bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan, maka diperlukan 

partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.2  

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai 

makhluk berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam 

suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak 

keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan berkeluarga 

dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan 

berkehormatan.3  

Dasar hukum yang utama bagi umat Islam sebagaimana yang telah 

termuat dalam Al-Qur’an : 

اوالصايالؑاوأنكحوا امنكم امى اوا اعبادكم امن ايكونوافقكم ائماا الحين اااللهامنااان راءيغنهم

 ااا³²ا۝ا4معلياواللهاوسعافضله ا

 

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 

wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan 

tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke 

dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan 

                                                           
2 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Masalahat Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum 

Islam, (Bogor: Pustaka Pena Illahi, 2012), hlm. 196. 

3 Basyir dkk, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.1. 

4 Q.S. Surat An-Nur (24) ayat 32. 
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dapat membentuk keluarga bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan 

lahir bathin. Demikian pula bahwa perkawinan diharapkan dapat membentuk 

keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. Selanjutnya dituntut 

agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sendi 

dasar dalam kehidupan keluarga.5 

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.6 

Adapun tujuan pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami 

isteri, tujuan reproduksi dan atau generasi (melahirkan anak), tujuan penjaga 

kehormatan, tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan 

generasi berkualitas dan tujuan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan 

psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan 

mengurus anak.7 

Dalam pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. berdasarkan Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan 

                                                           
5  Departemen Agama RI (Kementerian Agama RI), Pedoman Konselor Keluarga 

Sakinah, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 

hlm. 1-2. 

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 

7 Eko Mardiono, “Pernikahan Dini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal 

Studi Gender dan Islam, vol.8,no.2. Juli 2009, hlm. 198. 
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suami istri, keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur 

untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.8 Apabila dalam hal 

keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan 

dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua 

dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-

undang no. 1 tahun 1974 ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau 

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.9 

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas 

umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur 

minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan 

memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an 

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah 

orang yang siap dan mampu. 

Ditinjau dari prespektif ilmu psikologi pernikahan di usia muda sangat 

tidak menguntungkan mental dalam memasuki kehidupan dari segi 

kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk 

berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya. 10  Para Psikolog 

menghawatirkan perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena 

sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal ini juga dikuatkan oleh 

                                                           
8 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 

230. 

9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2). 

10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88. 
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pendapat dokter, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya 

calon suami istri berpikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya.11 

Kedewasaan yang matang diharapkan dapat menerima dan 

menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan 

berfikir dewasa. Untuk mengukur kedewasaan dan kematangan dalam 

berfikir, tentu saja sangat sulit. Namun secara kuantitatif, UU Perkawinan 

mematok kedewasaan ini dengan usia 21 tahun. Artinya calon mempelai yang 

sudah berusia 21 tahun dianggap sudah dewasa dan sudah mandiri. Bagi 

calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapatkan 

persetujuan, (izin) terlebih dahulu dari orang tuanya.12 Pada Pasal 7 ayat (1) 

UU No. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

16 tahun.13  Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974  tentang Perkawinan 

Bab 2 Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur  16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam  Peraturan 

Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8 

“Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) 

                                                           
11  Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musa bin Ali al-Bari, Perkawinan dan 

Masalahnya, terj. Musifin As’ad, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1993), hlm. 30. 

12 Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 

Nasional, hlm. 113. 

13 Ahmad Mukri Aji, Konstektualisasi Ijtihad dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam 

di Indonesi, (Bogor: Pustaka Pena Illahi, 2010), hlm. 192. 
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tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, 

harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. 

Menurut survai United Nations Development Economic and Social Affair 

(UNDESA, 2010). Indonesia termasuk negara yang ke-37 dengan persentase 

pernikahan di usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di 

ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia 

legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di 

Indonesia batasan umur menikah adalah 16 tahun. 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Dalam pemberitaan yang dibaca oleh 

peneliti Kabupaten Indramayu merupakan suatu daerah yang mana 

merupakan salah satu daerah tertinggi angka kasus pernikahannya seperti hal 

perceraiannya, pada tahun 2014 jumlah perceraiannya sebanyak 8.067 

perkara, dan pada tahun 2015 meningkat dengan jumlah 9.444 perkara. 

Termasuk permasalahan pernikahan dini (nikah di bawah umur). Kecamatan 

Juntinyuat adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Timur 

Kabupaten Indramayu, memanjang dari garis pantai laut Indramayu, pusat 

wisata pantai di Kabupaten Indramayu dimana pantai yang paling terkenal 

adalah pantai Glayem, selain itu merupakan salah satu kawasan nelayan, 

memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 79.081.  
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Berdasarkan sumber pada data grafik perkara di Pengadilan Agama 

Indramayu.14 Perkara Dispensasi nikah Dalam kurun waktu 2013 sebanyak 

455 pasangan, untuk 2014 sebanyak 429 pasangan mengalami penurunan, di 

tahun 2015 sebanyak 450 pasangan, tahun 2016 sebanyak 347 pasangan dan 

di tahun 2017 sampai bulan November terdapat 211 pasangan. Di Kecamatan 

Juntinyuat dengan sumber data dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Juntinyuat tercatat pada tahun 2015 jumlah pernikahan dini 

sebanyak 7 pasangan, tahun 2016 sebanyak 7 pasangan dan meningkat pada 

tahun 2017 sebanyak 9 pasangan. Dengan kata lain ini merupakan sebuah 

problematika.  

Jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. 

Indramayu menempati posisi terbanyak dalam kasus dispensasi nikah dengan 

jumlah 347 pasangan, disusul oleh Kabupaten Cirebon dengan jumlah 154 

pasang dan kabupaten/kota yang lainnya dibawah angka 100. 15 

Terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat 

dari perkawinan itu sendiri, akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya 

adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan 

akibat buruknya adalah kurang terbinanya keluarga secara baik atau bahkan 

terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada 

                                                           
14  http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/ Copyright © 2017 TIMDA PTA 

Jabar 07 November 2017, pukul 17:40 WIB 

15  http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/ Copyright © 2017 TIMDA PTA 

Jabar. Lihat juga di http://www.pa-indramayu.go.id/  diakses pada tanggal 04 Januari 2018 pukul 

23:00 WIB 

http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/
http://pta-bandung.go.id/
http://pta-bandung.go.id/
http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/
http://pta-bandung.go.id/
http://pta-bandung.go.id/
http://www.pa-indramayu.go.id/
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perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai 

yang secara fisik maupun psikologis belum siap.16 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis meneliti tentang faktor 

pernikahan dini dan bagaimanakah penanganan dalam hal ini adakah 

pencegahan di Kabupaten Indrmayau tentang permasalahan pernikahan dini 

serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena 

pernikahan dini. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul 

Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu 

Tahun 2015 – 2016.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada perkara permohonan 

dispensasi nikah khususnya nikah dini, nikah muda atau nikah di bawah umur  

yang diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu tahun 2015 - 2016 sebagai 

objek penelitian. Untuk mengungkap permasalahan di atas maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor penyebab terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntiyuat 

Kabupaten Indramayu tahun 2015 - 2016 ? 

2. Apa upaya penanganan dari KUA dan Instansi terkait di daerah untuk 

meminimalisir atau mencegah Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan 

Juntiyuat Kabupaten Indramayu ? 

                                                           
16 Infodatin. “Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja” (Jakarta: Kementerian Kesehatan 

RI, 2015), hlm. 2 
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3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab dan 

UpayaPenanganan Serta Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indramayu ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini (the goal of the research) untuk mengetahui 

gambaran yang sesungguhnya, antara lain : 

a. Untuk mendiskripsikan apa saja faktor  yang menyebabkan masih terjadi 

Pernikahan Dini di Kecamatan Juntiyuat  Kabupaten Indramayu . 

b. Untuk mengetahui apa solusi penanganan dalam menangani kasus 

Pernikahan Dini yang sering terjadi di kecamatan Juntiyuat Kabupaten 

Indramayu. 

c. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam fenomena Pernikahan Dini 

yang masih terjadi di masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam wilayah 

yuridis Pengadilan Agama Indramayu khususnya di Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indrmayu akan pentingnya melangsungkan 

pernikahan di usia yang telah ditentukan dan diatur oleh Undang-
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undang sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

warohmah. 

2. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menyelesaikan 

problematika pernikahan dini dan upayanya di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indrmayu. 

3. Bagaimana menurut tinjauan sosiologi hukum Islam untuk 

menjawab problematika pernikahan dini. 

b. Secara teoritis 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi 

pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia. Sebagai acuan 

dan pendorong untuk peneliti lain untuk meneliti dampak dan 

penyebab dispensasi nikah sekaligus masukan sebagai bahan refleksi 

dan efektifitas hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

2. Sebagai bahan sumbangsih pemikiran di lingkungan Pengadilan 

Agama Kabupaten Indramayu dan masyarakat serta menjadi bahan 

untuk menggambarkan pernikahan dini khususnya di Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indrmayu. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang menyangkut masalah seputar  islam khususnya  keluarga 

pada umumnya tergolong banyak, begitupun penelitian seputar dispensasi 

nikah dalam hal ini penelitian yang membahas nikah dini, nikah muda dan 

lainnya, diantaranya:  

Laporan penelitian Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bekerja 

sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 2016, yang 

berjudul Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di 

Indonesia. 17  Dalam penelitiannya menjelaskan secara empiris data di 

lapangan yang menghasilkan laporan bahwa perkawinan usia anak di 

Indonesia tetap tinggi dan bahwa prevalensi yang tadinya menurun telah 

meningkat. Prevalensi di antara anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun 

telah mengalami penurunan terbesar, tetapi di antara anak-anak perempuan 

usia 16 dan 17 tahun prevalensi perkawinan usia anak mengalami 

peningkatan. Anak-anak perempuan usia 15-17 tahun harus menjadi target 

intervensi untuk terus mengurangi prevalensi perkawinan usia anak. Sekolah 

menengah memberikan dampak besar untuk membantu anak-anak perempuan 

ini menunda perkawinan hingga mereka dewasa. Laporan ini juga 

menunjukkan bahwa perkawinan usia anak terjadi pada semua wilayah di 

Indonesia, yang menunjukkan bahwa praktik ini mengakar dalam norma-

norma sosial dan budaya secara kuat. Upaya-upaya yang dilakukan harus 

melibatkan tokoh masyarakat dan agama, laki-laki, anak laki-laki, 

                                                           
17  Badan Pusat Statistik “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia 

Anak di Indonesia” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 3 
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perempuan, dan anak perempuan untuk menangani norma-norma yang 

membahayakan dan mencari dukungan bagi anak-anak perempuan. Akan 

tetapi, kemiskinan merupakan pendorong kuat terjadinya perkawinan usia 

anak dan upaya-upaya yang dilakukan harus memastikan bahwa anak-anak 

perempuan dapat mengejar pendidikan tinggi, keterampilan kejuruan, dan 

menyiapkan peluang masa depan untuk memperoleh penghasilan. tentang 

pernikahan dan Hasil penelitian menyajikan fakta mengenai problematika dan 

dampak sosial, hukum dan ekonomi serta kesehatan reproduksi bagi pasangan 

kedua bentuk perkawinan tersebut.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muchith A. Karim dan Selamet 

dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan 

Tidak Tercatat di Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada tahun 2013. Dengan 

menggunakan pendekatan sosiolgis kajian kasus, penelitian dengan jenis 

penelitian empiris ini mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong 

tingginya kasus pernikahan dini, dengan field research kepada orang yang 

melakukan pernikahan dini. Dalam penelitiannya kasus pernikahan dini serta 

perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta 

pendidikan dan budaya. Dimana dalam hal sosial ekonomi masyarakat masih 

tergolong dalam pendapatan rendah serta kurang meratanya ekonomi 

sehingga dalam kasus pernikahan dini masyarakat masih menggap untuk 

mengurangi beban kehidupan keluarga, jika dalam pendidikan dan budaya, 

masih terjadi budaya bahwa jika seorang orangtua menolak pinangan maka 

sang anak akan sulit untuk menikah di kemudian hari, serta pendidikan akan 
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produkivitas belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sehingga kasus 

pernikahan dini dianggap biasa, dari situlah pernikahan dini di Kabupaten 

Indramayu tergolong tinggi di Indonesia.18 Penelitian ini dilakukan dengan 

sumber data pelaku di Kecamatan Krangampel Kabupaten Indramayu, dan 

ketika sebelum adanya upaya penanggulangan dalam bentuk Gerakan Stop 

Nikah Dini yang dilakukan oleh pihak Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 

Kabupaten Indramayu. 

Skripsi karya Dwi Irwanto dengan judul Problematika Pernikahan Di 

Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisi Sosiologi Hukum 

Islam). 19  Dalam penelitiannya menjelaskan tentang alasan para pelaku 

melakukan pernikahan di bawah umur dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta upaya yang ditempuh untuk menghasilkan solusi 

dalam terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Padureso Kabupaten 

Kebumen.  

Dan penelitian berikutnya oleh Ozakan Guler dan Hudaverdi Kucuker 

dalam Journal European Journal of General Medicine dengan judul Early 

Marriages Among Adolesencent Girls in Afyonkarahisar, Turkey. 20  Studi 

dilakukan dalam forensik di Provinsi Afyonkarahisar Negara Turki, dimana 

                                                           
18  Muchith A. Karim dan Selamet, Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dan 

Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 63-127. 

19  Dwi Irwanto dengan judul Problematika Pernikahan Di Kecamatan Padureso 

Kabupaten Kebumen (Analisi Sosiologi Hukum Islam). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

20 Ozakan Guler dan Hudaverdi Kucuker, Early Marriages Among Adolesencent Girls 

in Afyonkarahisar, Turkey, Journal European Medicine, 2010. 
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dalam penelitiannya bahwa sekitar 66.5% dari peserta dalam wawancaranya 

di wilayah pedesaan tidak memandang bahwa pernikahan dini sebagai 

masalah. Dan tentang pengetahuan seksual sebagian besar mereka tidak 

mengetahuinya melalui orang tua dan dunia pendidikan modern, pengetahuan 

tentang seksual mereka dapatkan dari teman, kerabatnya, sehingga hal itu 

berpengaruh pada pernikahan di bawah umur yang terjadi dikarenakan sebab 

faktor pengetahuan yang kurang tentang kesehatan seksual di kalangan 

remaja. 

Dari beberapa penelitan yang sudah penyusun pelajari bahwa pada 

dasarnya penelitian seputar pernikahan dini sudah ada, namun yang membuat 

berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal ini yang dilakukan 

penyusun dalam penelitian ini dengan menelaah lebih mendalam tentang 

sejauh mana korelasi lembaga di pemerintahan serta lembaga hukum dan 

masyarakat dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem 

hukum bahwa hukum akan berjalan efektif bila instansi-instansi hukum dan 

penegak hukum berjalan seirama, antara pembentukan hukum, pelaksana 

hukum dan kultur hukum, sehingga hukum itu sendiri menjadi hukum yang 

hidup. Walaupun dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di 

dalamnya ada penelitian di wilayah Kabupaten Indramayu yang dilakukan 

oleh Muchith A. Karim dan Selamet, namun penelitian tersebut mengambil 

lokasi di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan dilakukan pada 

tahun 2013, yang mana belum ada pencegahan secara terstruktur di 

Kabupaten Indramayu. Sehingga penelitian yang berjudul Pernikahan Dini di 
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Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015 – 2016 ini peneliti 

menganggap bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut 

arti majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad  (perjanjian)  yang  

menjadikan  halal  hubungan  seksual sebagai suami istri antara seorang pria 

dengan wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian, 

jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam 

perkawinan  antara  seorang  wanita  dengan  seorang  pria membentuk 

keluarga bahagia dan kekal (abadi).21 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki 

dan wanita untuk menghalalkan hubungan  kelamin  antara  kedua  belah  

pihak,  dengan  dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang  dan  ketentraman  dengan  cara-cara  yang  diridhoi  oleh Allah.22 

 

                                                           

21 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Budi Aksara,1996), hlm. 1. 

22  Ahmad Azhar Bashyar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fak.Hukum 

UII,1977), hlm.10. 
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Imam Syafi’I mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang 

dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita 

sedangkan menurut arti majazi (methaporic) nikah itu artinya hubungan 

seksual.23 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan   tujuan   membentuk   keluarga   

(rumah   tangga),   yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan 

Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau 

kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai  unsur  lahir  atau  

jasmani  tetapi  unsur  batin  atau rohani juga mempunyai peranan yang 

penting. 

Kelonggaran  untuk  melakukan perkawinan   kepada  calon  mempelai   

yang  belum  mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak 

pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun 

yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk 

melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan 

tersebut diperbolehkan / diizinkan. 

                                                           
23  Hosen Ibrahim, Pembahasan Kertas Kerja Subekti tentang Beberapa Pemikiran 

Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang, (Jakarta: Majalah Hukum & Keadilan, 

1971), hlm. 65. 
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Dalam mengkaji fenomena pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat, sedangkan dalam perundang-undangan sudah jelas bahwa 

adanya batasan minimum usia siap nikah. Menurut Rianto Adi keberlakuan  

yang berkaitan dengan perubahan sosial, masalah-masalah yang perlu dikaji 

antara lain kondifikasi, unifikasi, ratifikasi konvensi-konvensi Internasional, 

tranplantasi kultular, reformasi, social engineering/social empowerment, dan 

lain-lain.24 

Hukum dilihat dari prespektif sosiologi, bahwa hukum dan penegaknya 

tidak dapat bisa dilepaskan dengan objek atau masyarakat korelasi itu tidak 

akan bisa dipisahkan, selain karena masyarakat adalah objek, prespektif 

sosiologi memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup 

di masyarakat. Dalam kajian problem dispensasi nikah pada pernikahan usia 

dini sering terjadi dikarenakan adanya salah satu struktur pelaku atau 

institusi struktur masyarakat atau penegak hukum yang tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya menuju pada tujuan hukum, dalam hal ini kenapa 

pernikahan usia dini terus berlangsung, yaitu karena kurangnya fungsi aturan 

atau hukum secara penyadaran hukum/efektifitas hukum pada masyarakat 

sehingga masyarakat masih berprilaku menurut kehendaknya masing-

masing. 

                                                           
24 Rianto Adi, Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologi), (Jakarta: Yayasan 

Obor, 2012), hlm.69. 
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Paul Bohannon berpendapat bahwa definisi hukum secara institusional 

hakikat hukum dalam karakter publik-nya – hukum terjalin menyatu dengan 

pemerintah.25 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 

organisme kompleks di mana struktur, subtansi dan kultur berinteraksi. 26 

Lawrence M. Friedman membagi sitem hukum menjadi tiga bagian: Struktur 

Hukum ( Legal Struktur ), Subtansi Hukum ( Legal Subtance ), Kultur 

Hukum ( Legal Culture ). Sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari 

semua subsistem ini. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan 

penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem 

hukum.  

Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, 

yakni komponen struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka, 

bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan 

batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen 

substansi hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma 

dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk 

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, 

mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka 

susun, dan komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-

                                                           
25 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim 

(Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 8. 

26 Ibid. hlm. 17.  
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gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat 

tentang hukum.27 

Dalam menyikapi permasalahan pernikahan dini dengan menggunakan 

teori sistem hukum M. Friedman yang pertama bagimana struktur hukum 

yang berjalan, dalam hal ini bagaimana stakeholders yang berwenang 

melakukan peranannya dalam menjalankan fungsi undang-undang. Undang-

undang no. 1 tahun 1974, apakah para stakeholder dalam hal ini hakim di 

Pengadilan Agama, bagaimana peranan Kementerian Agama dalam hal ini 

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan UU No. 1 tahun 1974, 

apakah sudah melakaukan pemahaman kepada masyarakat dengan 

mensosialisasikannya atau jalan lainnya. Dengan teori tersebut bisa melihat 

para stakeholder apakah sudah melaksanakan peranannya dengan maksimal. 

Yang kedua adalah subtansi hukum. Secara terperinci subtansi  tentang 

pernikahan dini pada UU no. 1 tahun 1974 yang mengatur batasan umur 

pernikahan sering dibandingkan dengan peraturan  Islam yang memang dalam 

Islam tidak diatur secara formil atau terperinci batasan umur pernikahan 

secara tertulis. Dalam subtansi teori Friedman menentukan untuk bisa atau 

tidaknya dijalankan.  

Terakhir adalah kultur. Kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial.28 

Bagaimana kultur berhukum atau dengan kata lain kesadaran di masyarakat. 

kultur menggerakan, memberikan kekuatan untuk menjalankan atau 

                                                           
27 Ibid. hlm. 20-23. 

28 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial, hlm. 17 
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menghentikan itu sendiri.29 Sehingga semakin tinggi kesadaran di masyarakat 

maka akan semakin menunjang serta memberi kontribusi besar pada 

berjalannya  itu sendiri.  

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, dalam teori 

efektivitas hukum berpendapat, bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika 

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai tujuannya, 

pada itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah 

prilaku manusia sehingga menjadi prilaku hukum yang beradab.30 Efektif atau 

tidaknya suatu hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hal itu 

ditentukan oleh lima faktor. Pertama, faktor hukumnya. Kedua, faktor 

penegak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, dan. Kelima, faktor 

kebudayaan.31 

Hukum Islam Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk 

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal – relevan pada 

zaman (waktu) dan makna (ruang) manusia. Isltilah hukum Islam merupakan 

                                                           
29 Ibid. hlm. 18. 

30  Soerjono Soekanto, Efektivitas dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja 

Karya, 1998),  hlm. 80. 

31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008),  hlm. 8. 
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istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fîqh al-Islâmîy, atau dalam 

konteks tertentu al-syarî’ah al-Islâmîy.32  

Syari’at Islam dalam Pradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfudh, Sahal 

menjelaskan bahwa Syari’at Islam merupakan pengejawantahan dari Akidah 

Islamiyah. Akidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan 

termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya 

mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya oleh para ulama dalam 

kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat, dan 

bernegara. Ia mengatur hubungan antara sesaama manusia dalam bentuk 

mu’âsyarah (pergaulan) maupun mu’âmalah (hubungan transaksi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup).33 

 

F. Metode Penelitian 

Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diurakan sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian field 

research, penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan menggunakan 

penelitian langsung.34 Yaitu melihat bagaimana fenomena Pernikahan Dini di 

                                                           
32  Said Agil Husin, Hukum Islam dan Prulalitas Sosial, (Jakarta: PT. Penamadani, 

2004), hlm. 6-7. 

33 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKIS), hlm. Xxxiii. 

34  Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet ke-8. (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, 1997),  hlm. 36  
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Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dan Sifat dalam penelitian ini 

penyusun memakai deskriptif analitik, yaitu terfokus pada pemecahan 

masalah dengan menyajikan, menganalisa, dan menjelaskan tentang 

masyarakat di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu  dan terjadinya 

Pernikahan Dini. 

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan adalah Sosiologis 

Hukum Islam, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau 

kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita 

Pernikahan Dini yang ada di masyarakat. Mengapa Pernikahan Dini masih 

berlangsung di masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, apa 

faktor yang melatarbelakangi itu, adakah upaya penanganan dalam praktik 

pernikahan dini yang terjadi serta bagaimana hukum Islam dalam fenomena 

yang terjadi dalam pernikahan dini. Artinya pendekatan sosiologi hukum 

Islam dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat 

di analisis lebih jauh untuk menjangkau fenomena yang terjadi dalam praktik 

pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indrmayu. 

2. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Yang 

terdiri dari 12 desa, dengan memiliki beberapa desa dengan jumlah praktik 

pernikahan dini tergolong tinggi, yaitu di Desa Dadap, dah Desa Juntinyuat 

sebagai ibu kota Kecamatan Juntinyuat. 
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3. Sumber Data 

Guna dapat memecahkan problematika permasalahan di masyarakat 

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu khususnya dalam perkara 

Pernikahan Dini,  maka peneliti memerlukan sumber data, yaitu : 

a. Data Primer, yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian 

lapangan (field research) yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber, dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di 

lapangan, dan  

b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapatkan dari sumber-sumber hukum, 

buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan 

seputar Pernikahan Dini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data primer (field research), dilakukan dengan 

cara wawancara secara langsung kepada responden/narasumber yaitu pihak 

yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, keluarga dari pihak yang 

melakukan pernikahan di bawah umur, Kepala Desa, Pengadilan Agama 

Indramayu, institusi/lembaga yang terkait dengan efektifnya suatu tujuan 

hukum di Kabupaten Indramayu, seperti instanti Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Juntinyuat, Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan 

Keluarga Berencana (DPPAKB) Kabupaten Indramayu, Koalisi Perempuan 

Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu, dan Tokoh Masyarakat. Dan 

mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, 
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kamus-kamus ensiklopedia, buku-buku, dan seterusnya, yang ada kaitannya 

dengan materi yang dibahas. 

5. Analisis Data  

Proses analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini penyusun 

menganalisa data yang sudah terkumpul secara kualitatif dengan 

menggunakan metode deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan yang berawal 

dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. Dengan kata lain pemikiran-pemikiran arti pernikahan di 

bawah umur yang masih umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus yang 

ada di Pengadilan Agama Indramayu yang bersifat khusus kemudian sebuah 

(konklusi) yang baru. Menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan 

yang berlaku, kemudian dengan dikaitkan kenyataan yang terjadi, dan 

akhirnya diambil kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Bab pertama berisi penjelasan singkat mengenai 

problematika usia pernikahan serta memberi batasan-batasan agar 

pembahasan penelitian ini tidak meluas.  

Bab 1 (satu) akan terdiri akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.  
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Bab kedua berisi penjelasan umum tentang pernikahan, konsep 

pernikahan dalam ketentuan hukum Islam, Undang-undang, KHI. Serta kajian 

hukum tentang pernikahan dininya. 

Bab ketiga berisi pembahasan tentang gambaran umum Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indramayu serta pernikahan usia dini di Kecamatan 

Juntiyuat Kabupaten Indramayu mencakup Problematika pernikahan dini, dan 

faktor-faktor terjadinya pernikahan dini.  

Bab keempat berisi analisis problematika pernikahan usia dini di 

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu secara sosiologis yuridis. 

Menjelaskan faktor permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indrmayu. Dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya yang 

dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama 

Indramayu, pihak KUA Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. 

Dengan menggunakan teori efektifitas melihat telah sejauh mana ketentuan 

dan pencegahan itu mampu berjalan efektif di masyarakat.  

Bab kelima berisi penutup dimana dalam bab ini dapat diperoleh bahwa 

faktor-faktor terjadinya nikah dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu adalah karena kurangnya peran dari semua lapisan secara 

terkoordinasi dan faktor budaya, ekonomi serta pendidikan banyak 

berpengaruh akan praktik pernikahan dini tersebut. dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam dua 

kesimpulan penting bahwa persoalan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indramayu, adalah : 

1. Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terjadi karena 

beberapa faktor, diantaranya: 

a. Berdasarkan Subtansi Hukum. Dilihat dari Undang-undang nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan memberikan pemaknaan yang kurang tegas atau 

pasti, selain itu undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-

undang yang lainnya; seperti halnya dengan undang-undang perlindungan 

anak Pasal 26, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang 

tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

anak. Undang-undang  No. 35 Tahun 2014 dan undang-undang No. 38 

Tahun 2009 tentang kesehatan anak. Hukum yang ada memberikan ruang 

bagi praktik perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan dini masih 

terus terjadi. 

b. Struktur Hukum. Belum tercapainya kesepakatan antara struktur hukum 

dan struktur budaya di masyarakat. Dimana di Indramayu sendiri pernikahan 

sering dianggap sebagai permasalahan agama, yang menaruh kepercayaan 

soal pernikahan pada tokoh masyarakat/ulama. Kontrol yang masih rendah
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dalam aturan, dan struktur institusi hukum maupun pemerintahan, membuat 

persoalan nikah dini kurang begitu diperhatikan oleh pemangku kepentingan 

di daerah. Dan kurang responnya pencegahan secara terstruktur 

menyebabkan permasalahan pernikahan dini masih kerap terjadi.  

c. Kultur Hukum. Kultur masyarakat atau budaya sangat memepengaruhi 

berjalannya proses terlaksananya aturan hukum di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indramayu, terlihat dengan masih adanya para pihak yang 

menganggap wajar pernikahan di bawah umur, bahkan ditemukan alasan 

untuk menikah di bawah umur itu karena untuk melunasi hutang orangtua. 

Pembangunan ekonomi yang belum merata ikut serta dalam problematika 

pernikahan dini, ditemukan masih adanya daerah yang belum terjangkau 

oleh pembangunan seperti daerah pesisir pantai. Kebiasaan masyarakat yang 

memilih untuk bekerja sebagai buruh migran ke Luar negeri (TKI) yang 

berpengaruh pada peran serta selaku orangtua, orang tua kurang begitu jeli 

dalam melihat perkembangan anak-anaknya, pengawasan dan kontrol yang 

kurang, terkadang menjadikan anak terjerumus pada pergaulan yang negatif. 

Masalah Pendidikan yang rendah di daerah tersebut menjadikan sulitnya 

memberikan pemahaman pada masyarakat dan tersendatnya perkembangan 

pada arah kemajuan. Adapun hal lainnya tentang soal pendidikan, yaitu: 

- Kurangnya motivasi dalam individu akan dunia pendidikan, dimana 

pendidikan dianggap hanya sebuah proses formal yang harus dijalani, 

tanpa motivasi ingin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya 

ilmu pengetahuan dan moral atau akhlak. 
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-  Ketidak tahuan pada aturan yang ada dan efek yang akan ditanggung 

dalam dirinya, serta pengaruh dorongan pergaulan yang  membuat 

mereka tidak terjerembak pada pergaulan, akhirnya memaksa mereka 

untuk menikah di umur yang masih sangat dini, tanpa persiapan yang 

matang. 

Selain itu perkembangan arus globalisasi yang membawa kultur budaya 

baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan 

dan moralitas mnjadikan budaya globalisasi memberi efek kearah negatif 

di kalangan muda-mudi. Selain itu dorongan internal individu yang 

beralasan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayangnya pada lawan jenis. 

Bermula dari sikap ingin bebas bercinta free love sehingga sering 

menimbulkan akibat pada sex bebas free sex. Merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh dalam terjadinya praktik pernikahan dini di 

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. 

2. Upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat 

Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh pihak KUA dan Instansi terkait, 

lebih khusus pada “Gerakan Anti Nikah Dini” oleh pihak Koalisi Perempuan 

Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu yang ditunjang oleh Pemerintah 

Daerah, penulis menyimpulan sebagai berikut : 

a. “Gerakan Stop Pernikahan Dini” di Kabupaten Indramayu khususnya di 

Kecamatan Juntinyuat, bisa mengurangi praktik pernikahan dini yang 

terjadi. Namun tak ada regulasi hukum pada upaya penanganan tersebut 
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berdampak pada efektifitas pencanangan gerakan pencegahan nikah dini 

yang belum memberikan hasil positif  yang signifikan. 

b. Memperketat prosedur dalam pengajuan izin dispensasi nikah oleh pihak 

Pengadilan Agama dan KUA tentang pengajuan izin pernikahan bagi pihak 

di bawah umur sangat berpengaruh dalam menekan angka pernikahan dini 

di Kecamatan Juntinyuat. 

c. Peran pemuda yang masih dinomer duakan dalam struktur sosial di 

masyarakat membuat anak-anak muda dan remaja cenderung memilih dunia 

luar dibandingkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Yang 

menjadikannya susah untuk dikontrol oleh orang tua dan masyarakat. 

d. Bidikan sosialisasi penyadaran tentang batasan umur menikah yang belum 

menyentuh kepada semua lapisan masyarakat khususnya kepada kalangan 

anak sekolah dan para remaja. Karena Kecamatan Juntinyuat sendiri 

sebagian besar para pihak yang melakukan nikah dini adalah karena faktor 

hamil diluar nikah, dan sedang menjalani kehidupan sebagai siswa di 

sekolah. Oleh sebab itu sosialisasi pada kalangan remaja khususnya di dunia 

pendidikan lebih akan berdampak, sehingga tak terjadi lagi para remaja 

yang terjebak dalam pergaulan bebas yang akan berefek pada menikah di 

usia muda ataupun bahkan berefek pada meningkatnya angka putus sekolah. 

3. Sosiologi Hukum Islam Tentang Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan 

serta Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu. 
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Faktor Perubahan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi hukum dan 

perkembangannya di masyarakat, sebagaimana dalam batasan umur 

kebolehan menikah, Islam tidak secara terperinci akan diharuskan adanya 

batasan umur untuk menikah, sehingga berdampak pada aturan hukum yang 

berlaku pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengkajian secara 

mendalam dengan mengacu pada dampak dari Pernikahan di usia dini sangat 

membantu akan problematika pernikahan di usia dini. Yang sudah 

barangtentu Islam sendiri mempunyai kaidah maslahat tentang penerapan 

hukum, yaitu tentang bagaimana hukum itu harus diterapkan dengan 

mengkaji kemaslahatan umum. 

Dalam upaya penanganan Pernikahan Dini oleh para pihak yang terkait 

di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Juntinyuat sudah bisa ikut 

meminimalisir problem Pernikahan Anak. Namun tidak serta merta bisa 

mencegah praktik Pernikahan Dini dikarenakan perkembangan arus 

globalisasi pergaulan pada kalangan anak remaja. Akses-akses internet yang 

mudah dijangkau, serta gaya hidup berpacaran dikalangan anak remaja tanpa 

diimbangi dengan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi dan dampak 

pergaulan bebas. Karena penanganan yang belum tepat oleh para pihak 

terkait, pentingnya klasifikasi sasaran penanganan, pendekatan penanganan 

dan media penanganan sangatlah penting terlebih kepada anak-anak remaja 

khususnya bisa lebih diarahkan pada hal yang positif dengan kesadaran pada 

dirinya. 
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B.   Saran 

1. Perlunya evaluasi dan langkah bersama diantara pemangku kepentingan di 

Kecamatan Juntinyuat dan Kabupaten Indrmayu dalam hal pencegahan. 

2. Tertuangnya aturan oleh Pemerintah Daerah secara khusus untuk pencegahan 

pernikahan dini. 

3. Peran dunia Pendidikan untuk membentengi moralitas karena di dunia 

pendidikan formal lah para anak-anak usia wajib belajar banyak 

menghabiskan waktunya. Dan mempunyai peranan kuat secara legalitas 

formil. 

4. Ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah yang luas, agar tidak memaksa 

orangtua untuk berpisah dengan keluarganya, sehingga keluarga khususnya 

anak bisa mendapatkan kasih sayang dan perhatian serta terkontrol atau 

pengawasan dengan penuh oleh kedua orangtuanya. 

5. Mengakui kesetaraan anak-anak muda di tatanan sosial masyarakat, bukan 

lagi dinomor duakan, sudah saatnya mereka untuk dilibatkan dalam segala hal 

khususnya pembangunan dan tata kelola di daerah, layaknya orang-orang tua. 

Mendorong anak-anak muda dan remaja untuk aktif dan produktif di 

daerahnya, sehingga kelak akan dicontoh oleh anak-anak muda dan remaja 

lainnya, dan bahkan generasi yang akan datang. 

6. Memperkuat moralitas generasi dengan pendidikan moral khususnya 

pengetahuan tentang UU No. 1 tahun 1974 seputar ketentuan umur menikah 

dan semua dampaknya di kurikulum sekolah. 
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TERJEMAHAN TEKS ARAB 

No FN Hlm                        Terjemahan 

  BAB I 

1 4 2 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) 

diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 

32). 

BAB II 

2 36 26 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) 

diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 

32) 

3 37 26 

Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah 

itu sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau 

mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk 

golonganku. (HR. Ibn. Majah). 

4 38 27 

Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-

Rum: 30 ayat 21). 

5 52 34 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) 

diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) 

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 24 ayat 

32). 

8 54 34 

Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, 

berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para 

pemuda! Barang siapa yang mempu beristri hendaklah ia 

kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk 

menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan 

keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang 

tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu 

alat penahan nafsu birahi”.(H.R. Muslim). 



7 65 38 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 

di antara perempuan-perempuanmu jika ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; 

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan 

barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. At-

Thalaq: 65 ayat 4). 

   BAB IV 

8 189 136 

Dari A’isyah, bahwa Nabi SAW, telah menikahinya ketika ia 

berusia enam tahun, dan Rasulullah telah menggaulinya ketia 

dia berusia sembilan tahun. (H.R. Bukhari dan Muslim). 

9 200 146 

Wahai Para Pemuda, barangsiapa yang sudah mempunyai 

kemampuan di antaramu untuk melaksanakan perkawinan, 

maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat 

menahan(mu) dari pandangan maksiat dan menjaga farji 

(kehormatan) dari berbuat zina (prostitusi), namun bagi siapa 

yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa (tahan dengan 

sabar) karena puasa itu dapat meredakan dorongan syahwat. 

(H.R. Bukhari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SINGKATAN 

 

PAD  : Pendapatan Asli Daerah 

LPG  : Liquified Petrolium Gas 

DKI  : Daerah Keistimewaan Ibu Kota 

BBM  : Bahan Bakar Minyak 

BPSD  : Barrel Per Stroam Day 

APBD  : Anggaran Pembiyayaan Belanja Daerah 

SLS  : Satua Lingkungan Setempat 

KM  : Kilometer 
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M  : Meter 

SDKI  : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

BPS  : Badan Pusat Statistik 

KUA  : Kantor Urusan Agama 

PA  : Pengadilan Agama 

BP4  : Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan 

DPPAKB  : Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana  

KPI  : Koalisi Perempuan Indonesia 

PBB  : Perserikatan Bangsa Bangsa 

PTA  : Pengadilan Tinggi Agama 

TKI  : Tenaga Kerja Indonesia 

CEDAW  : Convention on Elimination Forms of Discrimination Againts Women 

DUHAM  : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

KHA  : Konvensi Hak Anak 

UU  : Undang – Undang 

KHI  : Kompilasi Hukum Islam 

KKN  : Kuliah Kerja Nyata 
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FOTO 1 : BUNDARAN TUGU MANGGA GINCU DI PUSAT INDRAMAYU 

FOTO 2 MASJID RAYA DI PUSAT KOTA INDRAMAYU 

Dokumentasi Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 3 : Pantai Glayem wisata bahari di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu https:///www.pikiranrakyat.go.id 

 

FOTO 4 : Mangga Gedong Gincu. Adalah buah produk  Kabupaten Indramayu 

yang paling terkenal dengan rasanya yang manis bercampur dengan rasa masam 

segar, ke khasan rasanya membuat pemasarannya hingga ke luar negeri (ekspor) 

https:///www.pikiranrakyat.go.id 
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FOTO 5 : Deklarasi “Stop Pernikahan Dini” oleh Bupati Indramayu dengan pihak 

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu dan stakeholder lainnya 

tahun 2015 di Pendopo Bupati Indramayu. 

FOTO 6 : Gerakan “Stop Pernikahan Dini” di salah satu Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Indramayu, sebagai upaya sosialisasi dan mengajak para usia sekolah 

untuk tidak menikah diusia sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 7 : Salah satu kegiatan dari Gerakan “Stop Pernikahan Dini” yang dilakukan 

oleh pihak KPI Indramayu dengan mengajak masyarakat gerak jalan keliling Pusat 

kota Indramayu sambil menyuarakan “Stop Pernikahan Dini” pada tahun 2018 

FOTO 8 : Koordinasi dengan Ibu-ibu masyarakat sebagai penggerak dari Gerakan 

“Stop Pernikahan Dini” yang dilakukan oleh pihak KPI Indramayu tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 9 : Sosialisasi ke desa-desa dan merangkul anak-anak oleh Ketua KPI 

Indrmayu (tengah) Yuyun Khaerunnisa tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 11 : Foto peneliti ketika wawancara dengan Wahid Syahadat ( Pihak Desa 

Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat sekaligus sebagai tokoh agama di Desa Juntinyuat 

dan Ketua Komunikasi B.P.4 Kecamatan Juntinyuat pada tanggal 15 Februari 2018 

FOTO 12 : Foto peneliti dan Pihak Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu pada tanggal 13 Februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 13 : Foto peneliti dsengan Kepala KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten 

Indramayu (Drs. H. Maulani, M.HI) pada tanggal 13 Februari 2018 

FOTO 14 : Tabloid yang di terbitkan setiap minggu oleh B.P.4 Kecamatan 

Juntinyuat Kabupaten Indramayu sebagai media sosialisasi kepada Masyarakat. 
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